
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1539, 2017 KEMENKUMHAM. Akses SABH Perseroan 

Terbatas. Pemblokiran dan Pembukaan 
Pemblokiran. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2017  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN 

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM 

PERSEROAN TERBATAS  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada 

para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan 

terhadap perseroan terbatas yang sedang terjadi sengketa 

maka perlu dilakukan pemblokiran dan pembukaan 

blokir akses sistem administrasi badan hukum; 

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran 

dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi 

Badan Hukum Perseroan Terbatas belum sepenuhnya 

menampung perkembangan dalam hal terjadi sengketa 

Perseroan Terbatas, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata 
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Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses 

Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756);  

2.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3.   Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

4.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan 

Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi 

Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1385); 

5.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2012 

TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN 

PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN 

HUKUM PERSEROAN TERBATAS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem 

Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1385) diubah, sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut 

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.  

2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya 

disingkat SABH adalah sistem pelayanan  

administrasi perseroan secara elektronik yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 

Administrasi  Hukum Umum. 

3. Pemblokiran adalah tindakan untuk menghentikan 

akses SABH Perseroan Terbatas. 

www.peraturan.go.id



2017, No.1539 -4- 

4. Pembukaan Pemblokiran adalah tindakan untuk 

memproses atau membuka akses SABH Perseroan 

Terbatas. 

5. Akses SABH Perseroan Terbatas adalah permohonan 

yang diajukan dengan menggunakan jasa teknologi 

informasi SABH secara elektronik untuk 

mendapatkan persetujuan perubahan anggaran 

dasar Perseroan Terbatas, penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas dan penerimaan pemberitahuan 

data perseroan mengenai perubahan susunan 

direksi, dewan komisaris serta pemindahan hak atas 

saham. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia. 

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Administrasi Hukum Umum.  

8. Hari adalah hari kalender. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas 

diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diajukan oleh: 

a.  pemegang saham atau gabungan pemegang 

saham selaku pemilik saham paling rendah 

51% (lima puluh satu persen) saham; 

b.  pemegang saham atau gabungan pemegang 

saham selaku pemilik saham paling rendah 

1/10 (satu per sepuluh) saham;  atau 

c. instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga 

penegak hukum yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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